CASCADING DAN POHON KINERJA BPKAD KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

SANGGAU PERMAI, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

Misi 5 RPIMD

TATA KELOLA N NEGARA 5

Tujuan 5.1 RPIMD
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan publik

Sasaran 5.1.2
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

ujuan BPK/
Terwujudnya peningkatan kual):s pengelolaan keuangan daerah
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Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya akuntabiitas kinerja (AIP) BPKAD. Nilai AKIP BPKAD.
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